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Menimbang :

Mengingat :

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa  Rencana Kerja  Perangkat Daerah  Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 telah ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2021, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali,

bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan
sehubungan dengan hasil evaluasi terhadap capaian Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan hasil evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor
57 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 590);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



Menetapkan:

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2);

14. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020
Nomor 57) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1)

2)

3)

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ditetapkan dengan tujuan:

a. terpeliharanya konsistensi antara capaian tujuan perencanaan
pembangunan dan penganggaran tahunan pembangunan
daerah;

b. terwujudnya pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD

dan APBD;

c. terarahnya proses penyusunan RKA Perangkat Daerah;

d. terciptanya penyelenggaraan administrasi pembangunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dalam = upaya
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2021.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN

BABII EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

BABIII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB IV PENUTUP



Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Agustus 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd
H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd
H. LALU GITA ARIADI
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSI@AN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135



